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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
 NOMOR 4 TAHUN 2010  

 
TENTANG 

 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
 

BUPATI PURWOREJO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa 
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan Daerah; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,  maka 
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan 
Desa. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 
Pedoman  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Provinsi  Jawa Tengah Tahun  2005–2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata 
Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2006 Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2008 Nomor 4); 

http://www.bphn.go.id/
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 
Tahun  2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2009 Nomor 13). 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 
Nomor 3); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

dan 
BUPATI PURWOREJO  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA. 
 
 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Purworejo. 

http://www.bphn.go.id/
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7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di 
Kabupaten Purworejo. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat 
oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. 

12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial 
ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang. 

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses rangkaian 
kegiatan dalam menentukan program perencanaan pembangunan Desa 
yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan 
Daerah mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan 
wilayah, analisis para pelaku pembangunan dan identifikasi pendekatan 
dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangungan Desa. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 
(lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah 
kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program-program 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program 
prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja, yang merupakan 
penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih.  

15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat 
RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun 
merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan 
kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka 
pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, 
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa. 

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya 
disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang 
dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa 
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak 
yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana 
kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan  pemerintah  desa  yang  
dibahas  dan  disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang 
ditetapkan dengan peraturan desa. 

http://www.bphn.go.id/
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19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat Desa, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat 
LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung 
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Desa di bidang 
pembangunan. 

21. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, 
yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga 
Kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, 
perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan 
Desa untuk terlaksananya program PKK. 

22. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari 
wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk 
melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Desa. 

23. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Desa. 

24. Karang Taruna adalah lembaga yang merupakan wadah 
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas 
dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial, dari, oleh dan untuk 
masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa, terutama yang 
bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 

25. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang merupakan 
kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.  

 
 
 

 
BAB II 

 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

 
Pasal 2 

 
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan 
pembangunan desa  sebagai  satu  kesatuan  dalam  sistem perencanaan 
pembangunan Daerah. 
 

Pasal 3 
 

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 disusun secara partisipasif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan 
kewenangannya. 

  
(2) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, wajib melibatkan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

http://www.bphn.go.id/


